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ABSTRAK

Wakaf merupakan perbuatan mulia dan terpuji yang dilakukan oleh
seseorang dengan menyisihkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah hak
milik, dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial, yang
digunakan untuk kepentingan peribadatan atau keperluan lainnya, sesuai dengan
syariat Islam. Harta benda wakaf haruslah tercatat oleh PPAIW, untuk
memperoleh Akta Ikrar Wakaf yang dapat dijadikan bukti otentik sebagai tanah
wakaf. Lain halnya dengan masyarakat di Kecamatan Tanjung Medan yang
berpendapat bahwa dalam praktik perwakafan tidak harus dilakukan pencatatan di
PPAIW, cukup penyerahan secara lisan saja. Oleh karena itu, dari 181 tanah
wakaf yang ada hanya 4 tanah wakaf yang sudah memiliki AIW. Akhirnya,
beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi kasus sengketa wakaf tidak tercatat
antara lain, tanah wakaf yang diambil oleh ahli waris dari wakif dan hendak dijual
untuk tapaan rumah, tanah wakaf yang di ambil kembali oleh wakif, dan tanah
wakaf yang di ambil oleh masyarakat yang memiliki lahan disekitarnya. Perlu
adanya upaya-upaya yang harus dilakukan guna meminimalisir terjadinya
sengketa tanah wakaf lainnya dikemudian hari. Oleh sebab itu, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak tercatat di
Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Sedangkan metode analisis
data menggunakan deskriptif-analitik dengan beberapa tahapan yakni penelitian
pendahuluan, pengolahan data, pemeriksaan keabsahan data serta menganalisis
data. Seluruh data yang diperoleh menggunakan metode observasi dan
wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah
wakaf tidak tercatat di PPAIW Kecamatan Tanjung Medan diantaranya,
wanprestasi yang dilakukan oleh wakif, wanprestasi yang dilakukan oleh nadzir
wakaf, wanprestasi yang dilakukan oleh ahli waris dari wakif, dan wanprestasi
yang dilakukan oleh PPAIW. Penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak tercatat di
PPAIW Kecamatan Tanjung Medan diselesaikan melalui 2 (dua) cara yakni
melalui cara persulukan dan melalui cara kekeluargaan. Berdasarkan analisa
peneliti, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyakat di Kecamatan
Tanjung Medan sudah sesuai dengan beberapa Teori Laura Nader dan Harry F.
Todd Jr, diantaranya teori negotiation (perundingan) dan teori mediation
(mediasi). Namun yang menjadi masalah dalam penyelesaian sengketa tersebut
lalah, hasil kesepakatan dilakukan dengan lisan saja, tanpa dituangkan dalam
bentuk tulisan.

Kata Kunci: sengketa tanah wakaf tidak tercatat, PPAIW, Akta Ikrar Wakaf.



ABSTRACT

Wagqf is a noble and commendable act carried out by a person by setting
aside part of his wealth in the form of property rights, and institutionalizing it
forever as a social waqgf, which is used for worship or other purposes, in
accordance with Islamic law. Waqgf assets must be recorded by PPAIW, to obtain
a Wagf Pledge Deed which can be used as authentic evidence as waqf land. It is
different with the people in Tanjung Medan Sub-district who think that in the
practice of wagqf, it is not necessary to register at PPAIW, it is enough to submit it
verbally. Therefore, out of 181 wagf lands there are only 4 waqgf lands that already
have AIW. Finally, in recent years there have been many cases of unrecorded
wagf disputes, among others, waqgf land taken by the heirs of the wakif and about
to be sold for housing, waqf land taken back by the wakif, and wagf land taken by
the people who own land around it. Efforts should be made to minimize the
occurrence of other wagf land disputes in the future. Therefore, it is necessary to
conduct further research related to the settlement of unregistered waqgf disputes in
Tanjung Medan District, Rokan Hilir, Riau

The type of research used in this research is field research with an
empirical approach. While the data analysis method used descriptive-analytic with
several stages, namely preliminary research, data processing, checking the validity
of the data and analyzing the data. All data obtained using the method of
observation and interviews.

The results showed that the causes of waqf disputes were not recorded in
PPAIW Tanjung Medan District including, defaults committed by wakif, defaults
by nadzir waqf, defaults by heirs of wakif, and defaults by PPAIW. Settlement of
waqf disputes that are not registered at PPAIW, Tanjung Medan District, are
resolved in 2 (two) ways, namely through promulgation and through family
methods. Based on the researcher's analysis, the dispute resolution carried out by
the community in Tanjung Medan District is in accordance with several theories
of Laura Nader and Harry F. Todd Jr, including the theory of negotiation and
mediation theory. However, the problem in resolving the dispute is that the results
of the agreement are carried out verbally, without being written down.

Keywords: waqf land disputes are not registered, PPAIW, Wagf Pledge Deed
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk amalan yang dianjurkan dalam Islam, serta dapat
memperbaiki perekonomian umat yakni dengan melaksanakan wakaf. Wakaf
merupakan perbuatan mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang dengan
menyisihkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah hak milik, dan
melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial, yang
dimanfaatkan untuk kepentingan peribadatan atau keperluan lainnya, sesuai
dengan syariat Islam.!

Menarik untuk dicermati tentang wakaf ini, karena wakaf mengandung
banyak segi positif bagi umat Islam, diantaranya: Menunjukkan kepedulian
terhadap kepentingan masyarakat. Pembinaan rasa kasih sayang antara wakif
dengan anggota masyarakat. Manfaat moril bagi wakif, ialah memperoleh pahala.
Sumber pengadaan sarana ibadat, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya
untuk masa yang lama.’

Praktik perwakafan yang dilakukan masyarakat sebelum lahirnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, masih berpedoman kepada kitab-
kitab fikih tradisional yang dibuat beberapa abad yang lalu, sehingga banyak hal-

hal yang sudah tidak memadai lagi. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang

! Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 2008 ), him. 345.

2 Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam”, Jurnal Al-Igtisha, Vol. 1, No. 1, Fakultas
Syari’ah dan Hukum Jakarta, (Januari 2009), him. 84.



Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, barulah adanya ketentuan khusus terkait
tentang wakaf.® Akan tetapi peraturan tersebut, masih dianggap belum memadai
dalam menghadapi fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Oleh
karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang
diharapkan bisa memperbaiki praktik perwakafan yang terjadi di Indonesia,
terutama dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta
memberikan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf.

Harta benda wakaf haruslah tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW), untuk memperoleh Akta lkrar Wakaf (AIW) yang dapat
dijadikan bukti otentik/keabsahannya sebagai tanah wakaf. Proses perwakafan
dimulai dengan pernyataan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dan nazdir
wakaf, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang dilakukan dihadapan PPAIW,
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa:

1. lkrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. lkrar wakaf sebagaimana pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau

tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.>

Setelah ikrar wakaf dilakukan, maka pihak PPAIW akan membuatkan

AIW sebagai bukti otentik dari tanah wakaf tersebut. Dengan adanya AIW itu,

% pasal 49 ayat (3)
% pasal 42 , Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46.

> Pasal 17 ayat (1) dan (2).



dapat meminimalisir terjadinya berbagai macam sengketa tanah wakaf yang
muncul dikemudian hari, seperti tanah wakaf yang tidak terurus, tanah wakaf
yang diperjual belikan, tanah wakaf yang diambil kembali oleh keluarga ahli
waris, maupun karena wanprestasi yang dilakukan oleh nadzir, dan sengketa
tanah wakaf lainnya.®

Sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling
mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut
persepsi sendiri.” Sengketa juga diartikan sebagai kondisi di mana ada pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lainnya, yang kemudian pihak tersebut
menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi
menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa
tersebut.®

Sengketa wakaf terjadi karena salah satu pihak baik wakif maupun nadzir
merasa dirugikan atau kerena tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana
mestinya. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak
menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan
kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, salah satu cara untuk

meminimalisir terjadinya sengketa wakaf dengan cara mencatatkan harta benda

® Abdul Basit Misbachul Fitri, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Pengambilan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten
Jombang,” Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam, STAI Darussalam Krempyang Nganjuk,
(2018), him. 57.

" Takdir Rahmadi, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakkat”.,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), him. 1.

® Nurmaningsih Amriani, “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengedilan”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), him. 12.



wakaf ke PPAIW. Akan tetapi di kalangan masyarakat, pencatatan tanah wakaf
olen PPAIW masih dirasa tabu, sehingga tidak heran jika masih banyak tanah
wakaf yang tidak tercatat oleh PPAIW, begitu juga yang terjadi di Kecamatan
Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Masyarakat di Kecamatan Tanjung Medan pada umumnya menganggap
bahwa, wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang digunakan untuk
kemaslahatan umat yang bersifat ibadah, dan semata-mata hanya mengharapkan
ridha dari Allah SWT. Dengan demikian, masyarakat berpendapat bahwa dalam
praktik perwakafan tidak harus dilakukan pencatatan olenh PPAIW selaku pejabat
yang berwenang dalam mengikrarkan harta benda wakaf.’

Hampir seluruh tanah wakaf yang ada di Kecamatan Tanjung Medan tidak
tercatat di PPAIW Kecamatan Tanjung Medan. Padahal, tanah wakaf yang ada di
Kecamatan Tanjung Medan ini banyak sekali, bahkan jumlahnya mencapai 181
tanah wakaf yang berasal dari 12 Kelurahan. Tanah wakaf diperuntukan berbagai
macam Kkegiatan peribadatan, diantaranya: Pemakaman berjumlah 56, Masjid
berjumlah 54, Musholla berjumlah 39, MDA berjumlah 12, Lahan berjumlah 3,
Rumah Persulukan berjumlah 2, Gereja berjumlah 10 dan Sekolah Swasta
berjumlah 6.1°

Banyak kasus sengketa yang terjadi di Kecamatan Tanjung Medan ini,

antara lain: penjualan tanah wakaf yang diperuntukan untuk pemakaman yang

 Wawancara dengan Awaluddin Tuan Guru Rumah Suluk Babussalamah Darussalam
Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau, tanggal 9 Maret 2021.

1 Data dari Kepenghuluan se- Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau, 20
September 2021.



akan dijual oleh ahli waris dari wakif, tanah wakaf yang di ambil kembali oleh
wakif, kemudian tanah wakaf yang di ambil oleh masyarakat yang memiliki lahan
disekitarnya. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan guna
meminimalisir terjadinya sengketa tanah wakaf lainnya dikemudian hari, serta
solusi penyelesaian sengketa-sengketa tersebut. Oleh sebab itu, dipandang perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tanah wakaf agar tidak
menjadi sengketa. Atas dasar alasan tersebut, maka judul penelitian ini adalah
“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Tidak Tercatat di Kecamatan Tanjung

Medan, Rokan Hilir, Riau”.

B. Rumusan Masalah
Sengketa tanah wakaf tidak tercatat oleh PPAIW di Kecamatan Tanjung
Medan, beberapa tahun belakangan ini sering terjadi dan menimbulkan keresahan
di kalangan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk meminimalisir
terjadinya sengketa tanah wakaf yang lainnya di kemudian hari.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu merumuskan pokok
masalah, sebagai berikut:
1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf tidak
tercatat di PPAIW?
2. Bagaimana penyelesaian atas sengketa tanah wakaf tidak tercatat di

Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau?



C. Tujuan dan Kegunaan
Dari rumusan masalah di atas, dapat ditentukan bahwa tujuan dan
kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa
tanah wakaf tidak tercatat oleh PPAIW.
b. Untuk mengetahui penyelesaian atas sengketa tanah wakaf tidak
tercatat oleh Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau.
2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan
terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak tercatat di Kecamatan
Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau. Sehingga dapat menambah
khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada ranah sengketa wakaf.
b. Hasil studi ini setidaknya dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi

bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang
membahas tentang permasalahan sengketa tanah wakaf, diantaranya sebagai

berikut:



Penelitian Ismawati'’ tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf studi
terhadap tanah wakaf Banda Masjid Agung Semarang. Sengketa disebabkan
karena tukar-menukar tanah yang luasnya 119.1270 ha, dengan tanah seluas 250
ha oleh PT. Sambirejo yang sudah dipindahtangankan kepada Tjipto Siswoyo
ternyata fiktif, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa dilakukan dengan berbagai macam
cara. Pertama, menggugat ke PN Semarang dan dinyatakan ditolak, kemudian
diajukan ke Tingkat Banding dan permintaannya ditolak. Kedua, melaporkan ke
Polda Jateng dan sidang di PN. Demak dan hasilnya memuaskan. Ketiga,
menempuh jalur hukum Departemen Agama, yang kemudian dibentuk Tim
Terpadu | dan Il, dan disepakatilah pembagian tanah, yakni untuk BKM 75 %
(5,79 ha) dan pihak lawan 25 % (17 ha).

Penelitian Akhmad Sofyan'® berdasarkan data dari PA Amuntai tidak ada
satupun persengketaan tanah wakaf di Daerah Hulu Sungai Utara yang
diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi). Diantaranya kasus sengketa tanah
Musholla Darul Hidayah, sengketa tanah Mushollah Nurul Muhtadin, dan
sengketa tanah Musholla Darul Ishlah yang digugat oleh ahli waris dari wakif.
Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa masyarakat Hulu Sungai Utara lebih memilih penyelesaian

! Ismawati, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda
Masjid Agung Semarang”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang (2007).

2 Akhmad Sofyan, “Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf di Kabupaten Hulu Sungai
Utara”, Tesis Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2017).



sengketa dengan cara adat berdamai (non-litigasi). Cara ini berupa musyawarah
kekeluargaan yang hanya melibatkan dua belah pihak, atau dengan melakukan
mediasi. Masyarakat lebih memilih cara non-litigasi karena biayanya yang lebih
murah, dan hasilnya win-win solution (disepakati kedua belah pihak), serta bisa
menjamin kembali kerukunan dan perdamaian antara kedua pihak yang
bersengketa.

Penelitian Zulfan Nashby™ tentang penyelesaian sengketa antar nadzir
tanah wakaf di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten. Sengketa terjadi
karena perkembangan sarana pendidikan yang dirasa memiliki nilai manfaat
secara ekonomi, sehingga para nadzir ingin menguasai dan mengambil manfaat
dari tanah wakaf tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis
empiris dan bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
penyelesaian sengketa di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten dilakukan
dengan mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (2), yakni dengan cara proses mediasi
yang dilakukan di Kantor Kementrian Agama Kota Tangerang.

Penelitian Ade Maskuthi'* sengketa tanah wakaf bermula dari pengakuan
pihak ketiga yang mengklaim tanah wakaf yang sudah memiliki AIW tidak sah,

karena pihak ketiga mengklaim tanah tersebut miliknya yang sudah dibeli dari

3 Zulfany Nashby, “Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf di Kecamatan
Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid al-Furqon Tangerang)”,
Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang (2011).

" Ade Maskutbi, “Penyelesaian Tanah Wakaf Tidak Ditandatangani oleh Ahli Waris
Dalam Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)”, Tesis
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021).



wakif, akan tetapi saat ini wakif sudah meninggal dan ahli waris pada saat itu
masih kecil sehingga tidak mengetahui perwakafa tersebut. Penelitiannya bersifat
yuridis empiris dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa terjadinya sengketa tanah wakaf karena kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap wakaf, serta adanya gugatan orang ketiga.
Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah/kekeluargaan
(mediasi), dengan hasil keputusan yang ditandatangani bersama. Dengan
demikian status tanah wakaf tersebut sah sesuai hukum yang berlaku, serta
mempunyai kekuatan hukum yang melekat/kekuatan hukum tetap.

Penelitian Fanher Ry™ menganalisis faktor yang menjadi pemicu
terjadinya sengketa tanah wakaf di Kota Bengkulu, serta peranan nadzir dalam
mencegah terjadinya sengketa wakaf perspektif peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode
deduktif-induktif dan induktif-deduktif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf di Kota Bengkulu karena tanah
wakaf tidak terdaftar dan tidak dibuktikan dengan ikrar wakaf, saksi wakaf telah
meninggal dunia dan ahli waris wakif pada saat pelaksanaan wakaf masih kecil,
sehingga tidak mengetahui. Penyelesaian sengketa tanah wakaf dilakukan dengan
cara musyawarah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Pasal 62 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1> Fanher Ry, “Peranan Nadzir Dalam Mencegah Sengketa Tanah Wakaf Menurut Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Bengkulu”, Tesis Universitas Bengkulu
(2020).



10

Penelitian Mohammad Sihab*® sengketa tanah wakaf yang diperuntukkan
untuk masjid yang diambil kembali oleh wakif terjadi karena adanya pengeboran
sumur setelah tanah tersebut diwakafkan dan air sumurnya banyak diminati oleh
masyarakat sehingga dapat diperjualbelikan. Penelitian ini bersifat kualitatif
dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa tidak adanya niat yang ikhlas dari wakif dalam mewakafkan
tanahnya. Adanya keuntungan yang di dapat dari pengeboran tanah wakaf
tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk menghindari keributan dengan tidak
mengerjakan ibadah sholat di Masjid tersebut. Sengketa wakaf menurut perspektif
Islam dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni dengan ash-shulhu (perdamaian),
arbitrase Islam, dan penyelesaian dengan jalan Peradilan Agama.

Penelitian Atok Naimulloh'” sengketa wakaf yang diperuntukkan untuk
perkuburan di Desa Pringgabaya terjadi setelah wakif meninggal dunia, dan ahli
waris mengakui bahwa tanah wakaf tersebut adalah tanah warisan dari kakeknya
dan bukan tanah wakaf. Penelitiannya bersifat yuridis-empiris dengan pendekatan
statue approach. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada alasan ahli
waris dari wakif untuk menggugat, karena tanah wakaf bukan termasuk harta yang
dapat diwariskan. Wakaf yang sudah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan. Notaris
mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana di atur

dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dan Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2006,

' Mohammad Sihab, “Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Pakem Kec. Sukolilo Kab. Pati)”, Tesis Program Magister IAIN Walisongo
Semarang (2010).

17 Atok Naimulloh, “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf oleh
Penerima Wakaf (Nadzir)”, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Jember (2016).
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sehingga akta tersebut menjadi akta otentik dengan syarat harus didaftarkan ke
Pengadilan Agama guna memperkuat Akta Ikrar Wakaf.

Penelitian Roni'® sengketa Masjid Baitul Magfiroh terjadi karena adanya
penukaran tanah wakaf Masjid Baitul Magfiroh Kampung Gowok Kelurahan
Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang. Penelitian ini bersifat normatif-empirik
dengan analasis metode deduktif. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor
penukaran tanah wakaf Masjid Baitul Magfiroh masih dalam pengembangan
RUTR. Masyarakat setempat juga tidak keberatan terhadap penukaran tanah
wakaf tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap nadzir dan masyarakat tidak
konsisten dalam menganut/mengikuti pendapat Mazhab Syafi’i sebagaimana
nadzir dan masyarakat terapkan dalam pelaksanaan ibadah keseharian. Pandangan
hukum positif tidak memiliki rekomendasi dari BWI dengan izin Ruslah Menteri
Agama terhadap kelayakan penukaran harta wakaf tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
tidak ditemukan yang secara spesifik meneliti tentang sengketa tanah wakaf tidak
tercatat oleh PPAIW dengan berbagai macam kasusnya. Akan tetapi, terdapat
persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah
meneliti tentang sengketa tanah wakaf. Sedangkan perbedaannya sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu mengkaji tentang sengketa wakaf yang objeknya
masjid, yang keberadaan dan luasnya dipindahkan, sehingga tidak sesuai

dengan kesepakatan.

'8 Roni, “Penukaran Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di
Masjid Baitul Magfiroh Kampung Gowok Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang)”,
Tesis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2019).
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2. Penelitian terdahulu mengkaji tentang sengketa wakaf mushollah yang di
ambil oleh ahli waris dari wakif, dan penyelesaiannya lebih memilih jalur
non-litigasi (secara adat bedamai).

3. Penelitian terdahulu mengkaji tentang sengketa tanah wakaf yang
objeknya sekolahan yang kemudian dikuasai oleh nadzir karena memiliki
nilai ekonomi.

4. Penelitian terdahulu mengkaji tentang sengketa tanah wakaf yang bermula
dari pengakuan pihak ketiga bahwa tanah wakaf yang sudah memiliki
AIW tidak sah, karena pihak ketiga mengklaim tanah tersebut miliknya
yang sudah dibeli dari wakif.

5. Penelitian terdahulu mengkaji tentang apa saja faktor pemicu terjadinya
sengketa di Kota Bengkulu dan bagaimana peranan nadzir dalam
penyelesaian sengketa.

6. Penelitian terdahulu mengkaji tentang tanah wakaf masjid yang diambil
kembali oleh wakif dan penyelesaiannya secara hukum Islam.

7. Penelitian terdahulu mengkaji tentang sengketa tanah wakaf pemakaman
yang hendak di ambil oleh ahli waris karena mengklaim tanah wakaf
tersebut adalah tanah warisan dari kakeknya.

8. Penelitian terdahulu menganalisis tentang penukaran tanah wakaf Masjid
Baitul Magfiroh dan penyelesaiannya menurut hukum Islam dan hukum
positif.

Untuk memperjelas posisi penelitian, maka perlu diketahui bahwa

penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini terfokus
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kepada penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak tercatat di Kecamatan Tanjung
Medan, Rokan Hilir, Riau dengan berbagai macam kasus seperti: penjualan tanah
wakaf yang diperuntukan untuk pemakaman yang akan dijual oleh ahli waris dari
wakif, tanah wakaf yang di ambil kembali oleh wakif setelah diwakafkan, tanah
wakaf yang di ambil oleh masyarakat yang memiliki lahan disekitarnya, serta

bagaimana penyelesaian atas sengketa tanah wakaf tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan teori
adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan
tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu
gejala.’ Teori juga digunakan untuk menggali lebih jauh aturan hukum dengan
memasuki teori hukum demi memperluas suatu kajian hukum tertentu.?

Soerjono Soekanto lebih terperinci mengemukakan kegunaan teori
diantaranya: untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak
diselidiki atau diuji kebenarannya. Sebagai suatu ikthisar daripada hal-hal yang
telah yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang

diteliti. Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, karena telah

9 Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi
Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,” (Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti,
2009), him. 8.

20 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), him. 73.
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diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut
akan terjadi lagi pada masa-masa mendatang.*
Adapun kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini ialah
sebagai berikut:
1. Teori Penyelesaian Sengketa
Laura Nader dan Harry F. Todd Jr yang merupakan seorang ahli
antropologi hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara
penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat

modern maupun tradisional.??

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua
teori dari Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, diantaranya teori negotiation
(perundingan) dan teori mediation (mediasi):*®
a) Negotiation (perundingan)
Negotitation yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para
pengambil keputusan. Kesepakatan untuk saling meyakinkan tanpa adanya
pihak ketiga yang mencampurinya atau membantu penyelesaiannya.

Kedua belah pihak membuat kesepakatan mereka sendiri dan tidak

menyelesaikannya dengan bertitik tolak dengan atauran-aturan yang ada.

21 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum,” Cetakan ke-3, (Jakarta: Ul Press,
2006), him. 121.

22 Neneng Nurhasanah, “Teori Prinsip Penyelesaian Sengketa Wakaf dan Kontribusinya
Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Wakaf Di Indonesia,” Jurnal al-Awgqaf: Wakaf dan
Ekonomi Islam, VVolume 10 Nomor 1, Badam Wakaf Indonesia (Juli 2017), him. 8.

2 Salim HS, dan Erlies Se ptiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi, dalam Laura dan Harry F. Todd Jr, The Disputing Process Law In Ten Societies,”
(New York: Columbia Univercity Press, 1978), him. 147-148.
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b) Mediation (mediasi)

Mediation yaitu pihak ketiga membantu kedua belah pihak yang
bersengketa untuk menyelesaiakan permasalahan yang terjadi sampai
adanya kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah
pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang.?*

Teori ini dapat digunakan untuk menyelesaian sengketa tanah
wakaf tidak tercatat oleh PPAIW di Kecamatan Tanjung Medan, dengan
cara melihat tahapan-tahapan penyelesaian sengketa yang yang dilakukan

oleh masyarakat di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir Riau.

F. Metode Penelitian
Untuk mendapatkan kesimpulan yang komperhensif, terarah dan akurat
maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:*®
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu
teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung untuk
6

memudahkan ‘memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

Penulis dalam penelitian ini mencoba memaparkan data-data yang ditemukan

?* Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori..., him.148.

% Rojiksin, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Media Studi Pada
Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2017), him. 20.

% Lexy J Moleong, “Metodelogi Penelitian Kualitatif,” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2016), him. 159.
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di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang
ada. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Kecamatan
Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau.
2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni mengungkapkan dan
menguraikan pokok permasalahan penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak
tercatat di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau. Kemudian dibedah
dengan menganalisa objek penelitian.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk
menggambarkan kondisi yang ada dilapangan secara nyata atau apa adanya.?’
Pendekatan empiris ini diharapkan mampu menggali data dan informasi
semaksimal mungkin terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak tercatat
oleh PPAIW di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau, serta solusi
atas sengketa wakaf tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang tidak melakukan
pencatatan/tidak melaksanakan ikrar wakaf di PPAIW di Kecamatan Tanjung
Medan, Rokan Hilir, Riau. Sampel dalam penelitian ini adalah ahli waris dari
wakif yang hendak menjual tanah wakaf, wakif yang mengambil kembali

tanahnya setelah diwakafkan, nadzir wakaf dengan masyarakat yang

21 guharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), him. 142.
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mengambil sebagian tanah wakaf, serta PPAIW sebagai pihak yang
menangani permasalahan wakaf di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir,
Riau.
5. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan
menjadi dua bagian yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara
dari KUA Pujud selaku PPAIW, wakif, nadzir wakaf, tokoh agama,
dan beberapa orang dari masyarakat di Kecamatan Tanjung Medan.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber rujukan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari data
yang telah ada, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak-pihak yang
berwenang seperti Undang-Undang, buku, jurnal, disertasi dan tesis
yang sesuai dengan penelitian.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu mengamati masalah-masalah yang diteliti melalui
panca indra manusia. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati

secara sistematik masalah yang diteliti kemudian menganalisisnya
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dengan mengutarakan faktor-faktor penyebabnya.?® Observasi dalam
penelitian ini yakni mengamati secara langsung terhadap kebiasaan
masyarakat di Kecamatan Tanjung Medan dalam melakukan praktik
perwakafan
b. Wawancara, yaitu salah satu cara mengumpulkan data dengan cara
komunikasi, baik dengan wawancara secara langsung maupun tidak
langsung.”® Wawancara ini ditujukan kepada PPAIW, wakif, nadzir
wakaf, tokoh agama, dan beberapa orang dari masyarakat di
Kecamatan Tanjung Medan.
7. Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dilakukan
analisis dan pengambilan kesimpulan. Analisis data menggunakan
deskriptif-analitik, atas data yang telah di peroleh di lapangan (field

research).

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi Lima Bab, terdiri dari
beberapa pokok pembahasan dan merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan

menggambarkan proses penelitian. Guna mempermudah pemahaman dan

%8 Emzir, “Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
him. 38.

2 Rianto Adi, “Metode Penelitian Sosial dan Hukum,” (Jakarta: Granit, 2004), him. 72.
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memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penulisan tesis ini
maka penulis menyususn sistematika pembahasan dengan uraian sebagai berikut:

Bagian | merupakan bagian pendahuluan, yang berisikan gambaran umum
tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu: latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian Il berisi tentang tinjauan umum tentang wakaf, wanprestasi dan
penyelesaian sengketa. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni: konsep
umum tentang wakaf, macam-macam wanprestasi, prosedur penyelesaian
sengketa.

Bagian 11l merupakan bab yang berisikan data-data yang diperoleh dari
lapangan ketika penelitian dilakukan. Oleh sebab itu pada bab ini akan berbicara
tentang praktek perwakafan yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan
Hilir, Riau.

Bagian IV menjelaskan tentang analisis terhadap sengketa tanah wakaf
tidak tercatat oleh PPAIW di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau. Pada
bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu penyebab terjadinya sengketa tanah
wakaf tidak tercatat di PPAIW dan solusi atas sengketa tanah wakaf yang tidak
tercatat oleh PPAIW di Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau.

Bagian V sebagai bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, serta

ditutup dengan saran-saran Yyang ditujukan kepada pihak-pihak yang
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berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

hukum ekonomi syariah.



BAB V
PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam tesis ini, yang merangkum
kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Peneliti juga memberikan
beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Dari data yang telah dikumpulkan di lapangan mengenai penyebab
terjadinya sengketa tanah wakaf tidak tercatat di PPAIW Kecamatan
Tanjung Medan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab
terjadinya sengketa wakaf tersebut diantaranya, wanprestasi yang
dilakukan oleh wakif (sebagai pemilik lahan), wanprestasi yang dilakukan
oleh nadzir wakaf (sebagai pengelola tanah wakaf), wanprestasi yang
dilakukan oleh ahli waris dari wakif, dan wanprestasi yang dilakukan oleh
PPAIW Kecamatan Tanjung Medan (sebagai pihak yang berwenang dalam
permasalahan perwakafan).

2. Penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak tercatat di Kecamatan Tanjung
Medan diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu: Melalui cara persulukan,
maksudnya penyelesaian sengketa secara mediasi antara kedua belah pihak
dan dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah yakni Tuan Guru

Awaluddin. Melalui cara kekeluargaan, maksudnya penyelesaian sengketa
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secara keluarga yang diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja,
tanpa dibantu oleh pihak lain.

Berdasarkan analisa peneliti, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh
masyakat di Kecamatan Tanjung Medan sudah sesuai dengan dua Teori
Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, yakni teori negotiation (sistem
perundingan) dan teori mediation (mediasi). Namun yang menjadi masalah
dalam penyelesaian sengketa tersebut ialah, hasil kesepakatan yang
dilakukan hanya dengan lisan saja tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan.
Sebaiknya hasil perjanjian dilakukan secara tertulis agar berkekuatan
hukum, guna mengantisipasi kasus sengketa wakaf terjadi lagi dikemudian

hari.

B. Saran

1.

Kepada wakif dan nadzir wakaf, agar melakukan pencatatan harta benda
wakaf di PPAIW/ KUA Kecamatan Tanjung Medan secepatnya sebagai
langkah antisipasi, agar kasus-kasus sengketa wakaf tidak terjadi kembali
dikemudian hari, mengingat masih banyaknya tanah wakaf yang belum
dicatatkan di PPAIW.

Kepada pihak PPAIW/ KUA Kecamatan Tanjung Medan agar melakukan
pendataan tanah wakaf, mengawasi, serta melakukan sosialisasi kepada
seluruh masyarakat di Kecamatan Tanjung Medan, terkait prosedur

perwakafan dan pentingnya pencatatan harta benda wakaf di PPAIW.
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